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MAHKAMAH KONSTITUSI 
REPUBLIK INDONESIA 

 
 

IKHTISAR PUTUSAN 
PERKARA NOMOR 39/PUU-XVII/2019 

Tentang 

Inkonstitusionalitas Pilpres Putaran Kedua jika Hanya Diikuti Dua 
Pasangan Calon 

 

Pemohon : Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M., Antonius Cahyadi, S.H., 

LL.M., dan Gregorius Yonathan Deowikaputra, S.H. 

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). 

Pokok Perkara : Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu memiliki rumusan yang sama 

persis dengan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres yang telah 

dibatalkan oleh MK melalui Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 50/PUU-XII/2014, sehingga bertentangan dengan 

UUD 1945. 

Amar Putusan : 1.  Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk 

seluruhnya; 

2.  Menyatakan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 

“tidak berlaku untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil 

Presiden yang hanya diikuti 2 (dua) pasangan calon”; 

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita 

Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 
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Tanggal Putusan : Senin, 30 September 2019 

Ikhtisar Putusan :  

Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah Ignatius Supriyadi, 

Antonius Cahyadi, dan Gregorius Yonathan Deowikaputra, yang ketiganya 

mendalilkan diri sebagai perorangan warga negara. 

Mengenai kewenangan menguji, Mahkamah berpendapat permohonan 

pengujian yang diajukan para Pemohon adalah pengujian norma yang menjadi 

kewenangan Mahkamah. Mahkamah juga menilai para Pemohon memiliki 

kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo karena Pemohon adalah 

perorangan warga negara yang memiliki hak konstitusional untuk mendapat 

kepastian hukum mengenai kriteria atau syarat keterpilihan pasangan calon 

Presiden dan Wakil Presiden. Para Pemohon juga memiliki hak konstitusional atas 

terselenggaranya pemilihan umum yang efisien dari segi pembiayaan, serta efektif 

atau tidak berlarut-larut dari segi pelaksanaan. 

Isu konstitusional yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo 

adalah ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu membuka potensi Pemilu Presiden 

dan Wakil Presiden akan mengalami pengulangan, setidaknya sampai putaran 

kedua, walaupun hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil 

presiden. Hal demikian karena ketentuan a quo hanya mengatur syarat keterpilihan 

Presiden dan Wakil Presiden dalam hal pemilihan umum presiden dan wakil 

presiden diikuti oleh lebih dari dua pasangan calon. 

Syarat keterpilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam 

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 6A UUD 1945 yang 

kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu. Sebelum 

berlakunya UU Pemilu, ketentuan mengenai syarat keterpilihan pasangan presiden 

dan wakil presiden diatur dalam Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres, yang selengkapnya 

mengatur “Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh 

suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden 

dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap 

provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia”. 

Norma yang sama dengan norma Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu telah 

pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya kepada Mahkamah Konstitusi, 

yaitu norma dalam Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres, dan telah pula diputus dalam 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014, bertanggal 3 Juli 2014. 
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Dalam Putusan tersebut Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon dan 

dengan demikian norma dalam ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres tidak lagi 

mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.  

UU Pilpres kemudian dicabut dan diganti oleh UU Pemilu yang berlaku 

sejak tanggal 16 Agustus 2017. Namun ternyata substansi ketentuan Pasal 159 

ayat (1) UU Pilpres yang telah dibatalkan keberlakuannya oleh Mahkamah secara 

bersyarat tersebut dimuat kembali dengan rumusan yang persis sama oleh 

pembentuk undang-undang sebagaimana dalam Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu. 

Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan yang kuat untuk 

menghidupkan kembali norma yang telah pernah dinyatakan inkonstitusional, 

sehingga Mahkamah menyatakan ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu 

bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 

secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon 

Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon, sesuai 

dengan Putusan Nomor 50/PUU-XII/2014. 

Norma yang terkandung dalam Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu yang 

dimohonkan pengujian a quo telah pernah diuji dan dibatalkan oleh Mahkamah 

melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014. Dengan demikian 

pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-

XII/2014, terutama pertimbangan hukum pada Paragraf [3.20] dan Paragraf [3.21], 

berlaku mutatis mutandis sebagai pertimbangan hukum putusan a quo. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah menilai dalil para 

Pemohon perihal inkonstitusionalitas bersyarat Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu 

adalah beralasan menurut hukum, dengan demikian Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu 

bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 

sepanjang tidak dimaknai “tidak berlaku untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil 

Presiden yang hanya diikuti 2 (dua) pasangan calon”. 

Dengan demikian Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya 

sebagai berikut: 

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
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Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak 

dimaknai “tidak berlaku untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 

yang hanya diikuti 2 (dua) pasangan calon”; 

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 

sebagaimana mestinya. 


